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Abstract

Changes in modern consumption patterns, characterized by increased consumption of sugar-sweetened beverages
(SSBs), contribute to the rise in the prevalence of noncommunicable diseases, particularly obesity and diabetes
mellitus. This situation calls for effective public health policy interventions, one of which is the implementation of
SSB taxation. This study aims to examine the PSB tax policy as a government instrument to reduce excessive sugar
consumption and reduce the risk of related diseases. This study uses a literature review approach with a
descriptive-analytical method. Data sources were obtained from national and international journal articles, World
Health Organization reports, and government policy documents relevant to sugar consumption, non-
communicable diseases, and PSB tax policies. The analysis was conducted through literature selection, grouping
of main themes, synthesis of findings, and comparison of policy implementation in various contexts. The results of
the study show that MBDK consumption plays a significant role in increasing daily sugar intake and the risk of
obesity and type 2 diabetes. The application of MBDK excise tax has been proven to reduce the consumption of
sugary drinks, encourage product reformulation by industry, and has the potential to reduce sugar exposure at
the population level. However, the effectiveness of the policy is greatly influenced by the excise tariff design,
product coverage, and integration with supporting policies such as nutrition education and food labeling. The
literature also identifies a number of challenges, including industry resistance, the potential for regressive effects
on low-income groups, and limited effectiveness if not accompanied by complementary policies. Therefore, a
comprehensive, evidence-based policy approach supported by continuous monitoring and evaluation mechanisms
is needed for MBDK taxes to function optimally as a public health instrument.
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Abstrak

Perubahan pola konsumsi masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi penyakit tidak menular,
terutama obesitas dan diabetes melitus. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi kebijakan kesehatan publik
yang efektif, salah satunya melalui penerapan cukai MBDK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan
cukai MBDK sebagai instrumen pemerintah dalam menekan konsumsi gula berlebih serta mengurangi risiko
penyakit terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan metode deskriptif-analitis.
Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, laporan organisasi kesehatan dunia, serta
dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan konsumsi gula, penyakit tidak menular, dan kebijakan cukai
MBDK. Analisis dilakukan melalui seleksi literatur, pengelompokan tema utama, sintesis temuan, dan
perbandingan implementasi kebijakan di berbagai konteks. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumsi MBDK
berperan signifikan dalam meningkatkan asupan gula harian dan risiko obesitas serta diabetes tipe 2. Penerapan
cukai MBDK terbukti mampu menurunkan konsumsi minuman bergula, mendorong reformulasi produk oleh
industri, serta berpotensi mengurangi paparan gula di tingkat populasi. Namun, efektivitas kebijakan sangat
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dipengaruhi oleh desain tarif cukai, cakupan produk, serta integrasi dengan kebijakan pendukung seperti edukasi
gizi dan pelabelan pangan. Literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain resistensi industri,
potensi dampak regresif terhadap kelompok berpendapatan rendah, serta keterbatasan efektivitas jika tidak disertai
kebijakan komplementer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, berbasis bukti,
serta didukung mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan agar cukai MBDK dapat berfungsi optimal

sebagai instrumen kesehatan publik.

Kata kunci: Cukai MBDK, Minuman berpemanis, Diabetes, obesitas, Kebijakan kesehatan, Intervensi fiskal

1. Pendahuluan

Perubahan pola konsumsi masyarakat
modern merupakan fenomena sosial yang
semakin menguat dalam beberapa dekade
terakhir, seiring dengan pesatnya urbanisasi,
globalisasi industri pangan, serta transformasi
gaya hidup masyarakat perkotaan. Proses
urbanisasi dan modernisasi telah mendorong
perubahan preferensi konsumsi dari pangan
segar dan tradisional menuju produk pangan
dan minuman olahan yang bersifat praktis,
instan, dan mudah diakses. Dalam analisis
yang disampaikan oleh (Siregar 2025) yaitu
konteks globalisasi, industri pangan dan
minuman memanfaatkan kemajuan teknologi
produksi, distribusi, serta pemasaran untuk
memperluas jangkauan produknya hingga ke
berbagai lapisan masyarakat. Salah satu
karakteristik utama dari perubahan tersebut
adalah meningkatnya konsumsi pangan dan
minuman dengan kandungan gula tinggi,
kKhususnya Minuman Berpemanis Dalam
Kemasan (MBDK).

MBDK menjadi komoditas yang sangat
dominan dalam lanskap konsumsi modern
karena memiliki  sejumlah  keunggulan
komersial, seperti harga yang relatif
terjangkau, kemudahan distribusi, serta daya
tarik rasa yang tinggi. Selain itu sebagaimana
yang disampaikan oleh (Dipinto and
Setyowati 2025) produk ini dipromosikan
secara masif dan berkelanjutan melalui
berbagai strategi pemasaran, mulai dari iklan
media konvensional hingga pemasaran digital
yang menyasar kelompok usia muda.
Intensitas promosi yang tinggi,
dikombinasikan dengan lemahnya literasi gizi
masyarakat, menjadikan MBDK sebagai
bagian dari pola konsumsi harian yang

dianggap wajar dan tidak berisiko. Dalam
banyak kasus sebagaimana yang disampaikan
oleh (Ira Oktaviani Rzl, Rahimatul Uthia,
Fathul Jannah, 2022) konsumsi MBDK
dilakukan tanpa disertai pemahaman yang
memadai mengenai kandungan gula, dampak
metabolik, serta risiko kesehatan jangka
panjang yang ditimbulkannya.

Meningkatnya  konsumsi
memiliki keterkaitan yang erat dengan
peningkatan  prevalensi  penyakit tidak
menular (PTM), terutama diabetes melitus dan
obesitas. Berbagai kajian epidemiologis
menunjukkan bahwa asupan gula berlebih,
khususnya yang berasal dari minuman
bergula, berkontribusi signifikan terhadap
gangguan metabolik yang menjadi faktor
risiko utama Kkedua penyakit tersebut.
Sebagaimana yang disampaikan oleh
(Policybrief et al. 2024) bahwa berbeda
dengan sumber gula alami yang umumnya
dikonsumsi bersama serat dan zat gizi lain
yang memberikan efek kenyang, gula
tambahan dalam MBDK dikonsumsi dalam
bentuk cair yang mudah diserap tubuh dan
cenderung tidak memberikan sinyal kenyang
yang memadai. Akibatnya, konsumsi MBDK
sering kali tidak diimbangi dengan
pengurangan asupan energi dari sumber lain,
sehingga total asupan kalori harian meningkat
secara tidak terkendali.

Kondisi tersebut mempercepat
terjadinya akumulasi lemak tubuh, resistensi
insulin, serta gangguan metabolisme glukosa,
yang dalam jangka panjang bermuara pada
obesitas dan diabetes tipe 2. Sejumlah studi
juga menunjukkan bahwa konsumsi minuman
berpemanis memiliki korelasi yang lebih kuat
terhadap  peningkatan  risiko  diabetes
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dibandingkan dengan konsumsi gula dari
makanan padat. Hal ini menjadikan MBDK
sebagai salah satu faktor risiko yang bersifat
struktural dan sistemik dalam epidemi
penyakit tidak menular, sehingga memerlukan
pendekatan kebijakan yang melampaui
intervensi pada level individu.

Di Indonesia, diabetes dan obesitas telah
berkembang menjadi persoalan kesehatan

publik ~ yang  serius  dan bersifat
multidimensional. Data kesehatan nasional
menunjukkan bahwa prevalensi  kedua

penyakit ini terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, tidak hanya pada kelompok
usia dewasa, tetapi juga mulai menunjukkan
tren yang mengkhawatirkan pada kelompok
usia produktif dan remaja. Dalam penelitian
yang disampaikan oleh  (Situmorang,
Keuangan, and Stan 2025) fenomena ini
mencerminkan terjadinya pergeseran beban
penyakit (epidemiological transition) dari
penyakit menular menuju penyakit tidak
menular, yang  menuntut  perubahan
pendekatan kebijakan kesehatan secara lebih
mendasar. Dalam konteks ini, diabetes dan
obesitas tidak lagi dapat dipahami sebagai
persoalan  perilaku individual  semata,
melainkan sebagai masalah struktural yang
berkaitan erat dengan lingkungan konsumsi,
sistem produksi dan distribusi pangan, serta
kebijakan ekonomi dan perdagangan yang
membentuk pilihan konsumsi masyarakat.
Dampak  diabetes dan  obesitas
melampaui aspek kesehatan individu dan
menimbulkan implikasi sosial serta ekonomi
yang luas. Dalam penyampaian yang
disampaikan oleh (Hernimawati et al. 2019)
kedua penyakit ini berkontribusi terhadap
peningkatan angka kesakitan dan kematian

dini, penurunan kualitas hidup, serta
meningkatnya risiko komplikasi kesehatan
jangka panjang, seperti penyakit

kardiovaskular, gagal ginjal, dan gangguan
kesehatan lainnya. Dari perspektif ekonomi,
tingginya prevalensi diabetes dan obesitas
berdampak langsung pada meningkatnya

pembiayaan pelayanan kesehatan, baik yang
ditanggung oleh individu maupun oleh negara
melalui sistem jaminan kesehatan nasional.

Sebagimana yang  disampaikan  oleh
(Maretaniandini, Purwanto, and Gautama
2024) beban fiskal akibat pembiayaan

penyakit tidak menular ini semakin signifikan
dan berpotensi mengurangi kapasitas negara
dalam membiayai sektor pembangunan
lainnya. Selain itu, penyakit kronis juga
berdampak pada penurunan produktivitas
tenaga Kkerja, meningkatnya absensi Kkerja,
serta bertambahnya beban ketergantungan
sosial dalam jangka panjang.

Kondisi  tersebut, terbukti bahwa
pendekatan kebijakan yang hanya berfokus
pada aspek kuratif tidak cukup memadai untuk
menekan laju peningkatan penyakit tidak
menular. Penanganan penyakit setelah
munculnya gejala klinis cenderung bersifat
mahal, berjangka panjang, dan tidak
menyentuh  faktor risiko yang bersifat
preventif. Oleh karena itu, diperlukan
pergeseran paradigma kebijakan kesehatan
menuju pendekatan preventif dan promotif
yang mampu mengendalikan faktor risiko
sejak hulu. Pendekatan ini menempatkan
negara sebagai aktor kunci yang bertanggung
jawab menciptakan lingkungan konsumsi
yang lebih sehat melalui intervensi kebijakan
publik yang terstruktur, sistematis, dan
berkelanjutan.

Salah satu bentuk intervensi struktural
yang semakin mendapat perhatian dalam

diskursus  kebijakan  kesehatan adalah
penerapan  kebijakan  fiskal  berbasis
kesehatan,  Kkhususnya cukai terhadap
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.

Kebijakan cukai MBDK dirancang untuk
mengendalikan konsumsi melalui mekanisme
harga, dengan asumsi bahwa peningkatan
harga akan menurunkan tingkat permintaan,
terutama pada kelompok masyarakat yang
relatif sensitif terhadap perubahan harga.
Dalam  kerangka ekonomi  Kesehatan
penelitian yang dilakukan oleh (Maulana
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Ma’ruf 2024) kebijakan ini dipandang sebagai
upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal
(negative externalities) dari konsumsi gula
berlebih, yang selama ini tidak tercermin
dalam harga pasar produk MBDK dan pada
akhirnya ditanggung oleh sistem kesehatan

publik.
Penerapan cukai MBDK mencerminkan
perubahan peran negara, dari sekadar

regulator pasar menjadi aktor aktif dalam
perlindungan kesehatan masyarakat. Negara
tidak hanya berfungsi menjaga efisiensi
mekanisme pasar, tetapi juga memiliki
tanggung jawab normatif untuk melindungi
masyarakat dari dampak negatif produk
konsumsi tertentu. Dalam konteks ini,
kebijakan cukai tidak dimaksudkan sebagai
instrumen pemungutan pendapatan semata,
melainkan sebagai alat pengendalian perilaku
konsumsi  sekaligus instrumen kebijakan
kesehatan publik. Pendekatan ini sejalan
dengan konsep health-oriented fiscal policy,
di mana instrumen fiskal digunakan secara
strategis untuk mencapai tujuan kesehatan
masyarakat tanpa mengabaikan pertimbangan
ekonomi dan sosial.

Secara internasional, kebijakan cukai
MBDK telah diadopsi oleh berbagai negara
sebagai bagian dari strategi pengendalian
penyakit tidak menular. Sejumlah studi
menunjukkan bahwa  kebijakan ini
berkontribusi terhadap penurunan konsumsi
minuman bergula, mendorong reformulasi
produk oleh industri, serta meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai  risiko
konsumsi gula berlebih. Namun demikian
sebagimana yang dikatakan oleh (Hartono and
Susanti 2025) efektivitas kebijakan cukai
MBDK sangat bergantung pada desain
kebijakan yang diterapkan, termasuk struktur
tarif, cakupan produk, serta mekanisme
implementasi dan pengawasan yang memadai.

Wacana penerapan cukai MBDK
memunculkan perdebatan yang kompleks.
Perdebatan ini melibatkan tiga aspek utama,
yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial-politik.

Dari sisi kesehatan, penerapan cukai MBDK
diharapkan dapat mengurangi konsumsi
barang atau produk yang berdampak negatif
terhadap kesehatan masyarakat. Namun, ada
juga argumen yang mempertanyakan
efektivitas cukai dalam mengubah perilaku
konsumen.

Dukungan dan penolakan terhadap
kebijakan ini muncul berdasarkan potensi
pengaruhnya terhadap pendapatan negara dan
keberlangsungan usaha, terutama bagi sektor-
sektor tertentu yang tergantung pada produk
yang dikenakan cukai.

Sementara itu, dari perspektif sosial-
politik, penerapan cukai MBDK dapat
menjadi isu yang sensitif, yang melibatkan
kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
Beberapa pihak mendukung sebagai langkah
untuk meningkatkan kesadaran kesehatan,
sementara yang lain melihatnya sebagai
intervensi yang berlebihan dari pemerintah
dalam kehidupan sehari-hari.

Perdebatan mengenai penerapan cukai
MBDK  merupakan  fenomena  yang
mencerminkan dinamika masyarakat
Indonesia yang kompleks dan beragam. Di
satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai
langkah progresif untuk menekan laju
peningkatan diabetes dan obesitas. Di sisi lain
analisis yang disampaikan oleh (Bagiastra and
Griadhi 2019) muncul kekhawatiran terkait
dampaknya terhadap industri minuman,
potensi sifat regresif kebijakan, serta kesiapan
sistem administrasi fiskal dalam mengelola
cukai berbasis kesehatan. Perdebatan ini
menunjukkan bahwa kebijakan cukai MBDK
tidak dapat dianalisis secara parsial,
melainkan harus ditempatkan dalam kerangka
ekonomi politik kebijakan publik yang lebih
luas.

Lebih lanjut, kebijakan cukai MBDK
merepresentasikan pendekatan intersektoral
yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan
kebijakan kesehatan. Implementasi kebijakan
ini menuntut koordinasi lintas sektor, mulai
dari kementerian keuangan, kementerian
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kesehatan, hingga lembaga pengawas industri
dan perlindungan konsumen. Tanpa integrasi
kebijakan yang kuat, efektivitas cukai MBDK
dalam menekan konsumsi dan memperbaiki
status kesehatan masyarakat berpotensi tidak
tercapai secara optimal.

Oleh Kkarena itu, kajian akademik
mengenai kebijakan cukai MBDK penting
untuk memberikan landasan empiris dan
konseptual bagi perumusan kebijakan yang
berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam
penyampaian yang disampaikan oleh bahwa
(Pengabdian et al. 2024) kajian tersebut tidak
hanya perlu menelaah dampak kebijakan
terhadap konsumsi dan kesehatan, tetapi juga

mempertimbangkan implikasi sosial,
ekonomi, dan kelembagaan dari
penerapannya. Dengan pendekatan yang

komprehensif, kebijakan cukai MBDK
diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen
intervensi pemerintah yang efektif, adil, dan
berkelanjutan dalam menekan angka diabetes
dan obesitas di Indonesia.

Artikel ini mengkaji kebijakan cukai
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
sebagai  intervensi  pemerintah  untuk
mengatasi peningkatan diabetes dan obesitas,
melalui analisis literature review yang
mencakup dasar konseptual, temuan empiris,
dan  tantangan implementasi, serta
memberikan rekomendasi kebijakan untuk
strategi  kesehatan publik di Indonesia.
Meskipun dalam hal itu sebagaimana yang
disampaikan oleh (Suharsono, Suyanta,
Angga Sugiyarto 2025) Banyaknya studi
internasional telah melakukan pembahasan
mendalam mengenai efektivitas penerapan
cukai pada minuman berpemanis dalam upaya
menurunkan tingkat konsumsi gula di
masyarakat. Namun, Kkajian-kajian yang
secara komprehensif mengaitkan kebijakan
cukai MBDK dengan peran negara sebagai
aktor intervensi dalam bidang kesehatan
publik, khususnya dalam konteks Indonesia,
masih tergolong relatif terbatas dan perlu
perhatian lebih lanjut.

2. Perspektif Teoretis
Implikasi Kebijakan

Temuan kajian literatur dalam artikel ini
menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan
yang penting bagi perumusan dan
implementasi  kebijakan cukai Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di
Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya
relevan bagi sektor kesehatan, tetapi juga
mencakup dimensi fiskal, industri, serta tata
kelola kebijakan publik secara lebih luas.
Sebagaimana dalam Penelitian (Khuriyatul
Husna et al. 2025) bahwasannya oleh karena
itu, kebijakan cukai MBDK perlu dipahami
sebagai  kebijakan lintas sektor yang
memerlukan pendekatan terintegrasi agar
tujuan kesehatan publik dapat tercapai secara
optimal.

Pertama, kebijakan cukai MBDK perlu
diposisikan secara eksplisit sebagai instrumen
kesehatan publik, bukan semata-mata sebagai
sumber penerimaan negara. Penelitian yang
disampaikan oleh (Irfan and Ayu 2022)
penegasan tujuan kesehatan ini penting untuk
memastikan bahwa desain kebijakan mulai
dari penetapan tarif, cakupan produk, hingga
mekanisme implementasi dan evaluasi selaras
dengan upaya menurunkan konsumsi gula
berlebih dan risiko penyakit tidak menular.
Kebijakan ini memerlukan regulasi yang
menghubungkan cukai MBDK dengan target
kesehatan, seperti penurunan prevalensi
obesitas dan diabetes, sehingga keberhasilan
diukur dari aspek fiskal dan indikator
kesehatan ~ masyarakat dalam  jangka
menengah dan panjang.

Kedua, desain tarif cukai MBDK perlu
mempertimbangkan  penerapan  struktur
berbasis kandungan gula (sugar-based tax)
dibandingkan tarif spesifik yang seragam.
Literatur menunjukkan bahwa cukai berbasis
kadar gula lebih efektif dalam memberikan
insentif Dbagi industri untuk melakukan
reformulasi  produk serta  mendorong
pergeseran konsumsi ke produk dengan



37 JOELS: Journal of Election and Leadership, 7 (1), Januari 2026, pp 32-46

kandungan gula yang lebih rendah. Dalam
penjelasan yang disampaikan oleh (Lubis et al.
2025) bahwa Pendekatan ini juga lebih
konsisten dengan prinsip keadilan kesehatan
karena secara langsung mengaitkan besaran
beban fiskal dengan tingkat risiko kesehatan
yang ditimbulkan oleh suatu produk.

Ketiga, potensi sifat regresif dari
kebijakan cukai MBDK perlu diantisipasi
melalui mekanisme kebijakan kompensatoris
yang dirancang secara cermat. Salah satu
implikasi  penting adalah  pemanfaatan
penerimaan  cukai  (earmarking)  untuk
mendukung program kesehatan preventif,
seperti edukasi gizi, promosi konsumsi air
minum, peningkatan akses terhadap pangan
sehat, serta penguatan layanan kesehatan
primer. Dengan pendekatan ini sebagaimana
yang diutarakan oleh (Ernia et al. 2022) bahwa
dampak ekonomi terhadap  kelompok
berpenghasilan rendah dapat diminimalkan,
sementara manfaat kesehatan kebijakan dapat

diperluas secara lebih  merata dan
berkelanjutan.

Temuan mengenai respons industri
terhadap kebijakan cukai MBDK

menunjukkan potensi dorongan perubahan
struktural dalam produksi dan distribusi
pangan, yang mengimplikasikan perlunya
integrasi lebih kuat antara kebijakan fiskal dan
regulasi industri pangan, termasuk penetapan
standar gula, insentif untuk produk rendah
gula, dan pengawasan praktik pemasaran.
Kelima, efektivitas kebijakan cukai
MBDK sangat bergantung pada kekuatan
koordinasi lintas sektor dalam proses
perumusan dan implementasinya. Analisis
yang dilakukan oleh (Faridhi, Fahmi, and
Yandra 2022) implikasi kebijakan ini
menuntut adanya mekanisme tata kelola yang
jelas dan berkelanjutan antara kementerian
keuangan, kementerian kesehatan,
kementerian perindustrian, serta lembaga
pengawas pangan dan  perlindungan
konsumen. Tanpa koordinasi yang kuat dan
konsisten, kebijakan cukai berisiko berjalan

secara terfragmentasi dan tidak optimal dalam
mencapai tujuan kesehatan publik.

Keenam, kebijakan cukai MBDK perlu
diintegrasikan secara sistematis dengan
instrumen  kebijakan non-fiskal lainnya,
seperti pelabelan gizi yang informatif dan
mudah dipahami, pembatasan iklan minuman
berpemanis terutama yang menyasar anak dan
remaja, serta kampanye komunikasi risiko
berbasis  bukti.  Sebagaimanna  yang
disampaikan oleh (Aji et al. 2022) implikasi
ini menegaskan bahwa cukai MBDK tidak
dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi
bagian dari strategi komprehensif dan
berkelanjutan dalam pengendalian penyakit
tidak menular.

Secara  keseluruhan,  kajian  ini
menunjukkan bahwa selalu ada implikasi
kebijakan yang signifikan terkait dengan cukai
MBDK, yang berfungsi sebagai instrumen
intervensi pemerintah dalam menekan angka
diabetes dan obesitas. Namun demikian,
keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan
olen perumusan kebijakan yang berbasis
bukti, sensitif terhadap konteks sosial-
ekonomi, serta didukung oleh integrasi lintas
sektor dan mekanisme pemantauan Yyang
berkelanjutan. Pendapat yang disampaikan
oleh (Rahmawati and Nurwahyuni 2022)
bahwa  pendekatan  kebijakan  yang
komprehensif dan adaptif menjadi prasyarat
utama agar cukai MBDK dapat berfungsi
secara efektif dan berkelanjutan dalam
konteks Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan literature
review deskriptif-analitis untuk menganalisis
kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam
Kemasan (MBDK) sebagai langkah intervensi
kesehatan publik guna menurunkan diabetes
dan obesitas. Pendekatan ini dipilih karena
kebijakan cukai MBDK merupakan isu
multidimensional yang melibatkan kesehatan,
ekonomi, fiskal, dan dinamika sosial-politik,
sehingga memerlukan sintesis pengetahuan
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dari berbagai disiplin. Melalui pendekatan
deskriptif-analitis bahwa (Lestari, Usman, and
Fitri  2026) penelitian  ini  bertujuan
menggambarkan perkembangan kebijakan
dan temuan empiris serta menganalisis
keterkaitan  antara  konsumsi  MBDK,
kebijakan cukai, dan dampaknya pada
kesehatan masyarakat, terutama diabetes dan
obesitas, dengan mengkaji literatur dari jurnal,
laporan  WHO, dan dokumen Kkebijakan.
Sumber mencakup kajian gula, minuman
berpemanis, cukai kesehatan, dan dampak
fiskal terhadap konsumsi dan kesehatan
masyarakat, yang ditelusuri melalui Google
Scholar, PubMed, dan Scopus untuk
memastikan kualitas (Farhan 2025). kriteria
inklusi adalah publikasi dalam sepuluh tahun
terakhir dengan relevansi langsung terhadap
fokus kajian. Literatur yang tidak relevan,
tidak memiliki dasar metodologis jelas, atau
berada di luar cakupan dikecualikan dari
analisis.

Perumusan dan implementasi kebijakan

cukai  MBDK di Indonesia  perlu
mempertimbangkan keragaman regional,
termasuk  aspek  sosial-ekonomi,  pola

konsumsi, dan kapasitas daerah. Efektivitas
kebijakan  dipengaruhi oleh  variasi

kemampuan administrasi perpajakan dan

kesiapan sistem pemungutan. Koordinasi
antara Kemenkeu, Kemenkes,
Kemenperdagangan, dan pemangku

kepentingan lainnya sangat penting untuk
memastikan kebijakan cukai selaras dengan
penerimaan negara, kesehatan masyarakat,
dan perlindungan konsumen. Literatur
tinjauan tidak hanya memetakan pengetahuan
terdahulu, tetapi juga landasan analitis untuk
mekanisme kerja dan dampak kebijakan cukai
MBDK. Kerangka konseptual mencakup teori
perilaku konsumen mengenai respons harga
dan preferensi, peran teori fiskal dalam
intervensi pemerintah melalui cukai, serta
model evaluasi kebijakan publik yang menilai
efektivitas dan keberlanjutan.

Penelitian ini bertujuan memberikan
pemahaman komprehensif tentang manfaat,
tantangan, dan penguatan kebijakan cukai
MBDK di Indonesia untuk menekan diabetes
melitus dan obesitas. Kajian ini diharapkan
menghasilkan rekomendasi kebijakan
aplikatif,  kerangka  evaluasi  dampak
berkelanjutan, dan indikator Kinerja utama
untuk  mendukung  pemantauan  dan
pengambilan keputusan kebijakan jangka
panjang.
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Penelitian yang mengadopsi metode
literature review, seperti yang diterapkan
dalam konteks kebijakan cukai Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), uji
keabsahan data dilakukan melalui serangkaian
langkah yang terstruktur dan sistematis.
Pertama, peneliti harus memastikan bahwa
sumber data yang digunakan berasal dari
sumber yang terpercaya—seperti jurnal ilmiah
terakreditasi, laporan  pemerintah, dan
publikasi  dari  organisasi  kesehatan
internasional. Pemanfaatan database
akademik, termasuk PubMed, Google
Scholar, dan JSTOR, menjadi langkah penting
untuk menemukan artikel yang relevan.

Selanjutnya, peneliti harus menetapkan
kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, guna
memilih studi yang akan dimasukkan dalam
review. Kriteria tersebut mencakup tahun
penerbitan, jenis penelitian, dan relevansi
dengan topik penelitian. Setelah itu, setiap
studi yang sesuai harus ditinjau secara
sistematis dengan mencatat alasan di balik
pengeluaran studi lainnya.

Peneliti menerapkan alat penilaian
kualitas untuk mengevaluasi metodologi serta
validitas  hasil penelitian yang telah
dimasukkan. Checklist seperti PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) atau AMSTAR
(A Measurement Tool to Assess Systematic
Reviews) dapat digunakan untuk menilai mutu
laporan penelitian yang ada.

Ketika menganalisis data, peneliti
melakukan  analisis  deskriptif ~ untuk
mengidentifikasi pola, tema, atau tren yang
muncul dari beragam studi. Hasil-hasil studi
disintesis  melalui  perbandingan  dan
kontradiksi, memberi gambaran yang lebih
komprehensif tentang dampak kebijakan
cukai MBDK. Selain itu, triangulasi data juga
penting, yang melibatkan pembandingan
temuan dari berbagai sumber data atau tipe
penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif,

untuk memperkuat keabsahan data yang
dikumpulkan.

Langkah terakhir adalah melakukan uji
validitas dan reliabilitas, di mana peneliti
dapat melibatkan peer review dengan meminta
pendapat dari ahli dalam bidang kesehatan,
ekonomi, atau kebijakan publik mengenai
sintesis dan kesimpulan yang diambil. Dengan
mengikuti langkah-langkah tersebut,
keabsahan data dalam penelitian dapat diuji
secara menyeluruh, mendukung kesimpulan
yang diambil dalam kajian mengenai
kebijakan cukai MBDK sebagai intervensi
kesehatan publik.

4. Hasil dan Penelitian
Hasil Penelitian

Untuk memberikan landasan yang
kokoh terhadap temuan penelitian ini, kami
melakukan kajian literatur yang mencakup
berbagai sumber, baik dari jurnal nasional
maupun internasional. Hal ini penting untuk
menampilkan komparasi data, sehingga
keabsahan informasi yang diperoleh dapat
diuji.

Hasil penelitian menunjukkan adanya
konsensus kuat di kalangan peneliti mengenai
keterkaitan positif antara konsumsi Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan
peningkatan risiko penyakit tidak menular,
seperti diabetes melitus dan obesitas. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh (Lambok et al.
2025), berbagai studi epidemiologis dari
Indonesia dan negara lain menunjukkan
bahwa peningkatan konsumsi MBDK
berkontribusi signifikan terhadap asupan gula
harian. Ini berimplikasi langsung pada
kenaikan indeks massa tubuh, resistensi
insulin, dan gangguan metabolisme glukosa,
yang berujung pada perkembangan diabetes
tipe 2. Temuan ini juga didukung oleh laporan
dari WHO (2023) yang menunjukkan tren
serupa pada remaja dan dewasa muda di
beberapa negara.
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Lebih lanjut, literatur yang ditinjau,
seperti penelitian oleh (Rachmawati and
Minarsih ~ 2025), menjelaskan  bahwa
penerapan kebijakan cukai MBDK dapat
memengaruhi perilaku konsumen melalui
mekanisme harga. Kenaikan harga jual
minuman bergula yang dihasilkan dari
kebijakan  cukai  terbukti  menurunkan
konsumsi, dengan efek yang lebih besar pada
masyarakat berpenghasilan rendah. Ini sejalan
dengan studi oleh Rojas et al. (2024), yang
juga mencatat penurunan konsumsi di
berbagai negara yang menerapkan kebijakan
serupa. Analisis ini menunjukkan bahwa
desain kebijakan, struktur tarif cukai, dan pola
distribusi sangat memengaruhi efektivitasnya.

Kajian literatur juga menyoroti respons
industri terhadap kebijakan cukai, seperti
reformulasi produk dengan menurunkan kadar
gula. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
cukai tidak hanya memengaruhi perilaku
konsumen, tetapi juga dapat mengubah sistem
produksi dan distribusi pangan secara
substansial. Meski demikian, literatur yang
ada mencatat sejumlah tantangan dalam
implementasinya, termasuk resistensi dari
industri, potensi regresivitas bagi kelompok
berpenghasilan rendah, serta keterbatasan
dampak tanpa dukungan edukasi gizi dan
kampanye kesehatan masyarakat.

Dengan menyajikan data dari berbagai
sumber ini, baik dari Indonesia maupun luar
negeri, kami berharap dapat memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai
dampak konsumsi MBDK dan efektivitas
kebijakan cukai dalam mengubah perilaku
konsumsi. Ini  menjadi penting untuk
penetapan kebijakan yang lebih baik ke
depannya.

Pembahasan

Temuan mengenai hubungan konsumsi
MBDK dengan peningkatan risiko diabetes
dan obesitas menegaskan bahwa minuman
bergula merupakan faktor risiko yang bersifat
struktural dalam epidemi penyakit tidak

menular.  Dalam  perspektif ~ ekonomi
kesehatan, kondisi ini  mencerminkan
kegagalan pasar (market failure), di mana
harga MBDK tidak merefleksikan biaya
kesehatan jangka panjang yang ditimbulkan
oleh konsumsi gula berlebih. Oleh karena itu,
penerapan cukai MBDK dapat dipahami
sebagai  instrumen  kebijakan  untuk
menginternalisasi biaya eksternal tersebut dan
mengarahkan perilaku konsumsi ke arah yang
lebih sehat.

Penurunan konsumsi MBDK pasca
penerapan cukai dapat dijelaskan melalui
mekanisme elastisitas permintaan, di mana
peningkatan harga mendorong konsumen
untuk mengurangi konsumsi atau beralih ke
alternatif yang lebih terjangkau dan rendah
gula. Meskipun dampak penurunan konsumsi
lebih terlihat pada kelompok berpenghasilan
rendah, hal ini juga menimbulkan
pertimbangan mengenai aspek keadilan sosial
dan regresivitas kebijakan. Temuan ini dalam
penelitiannya  (Ariantini et al. 2025)
menunjukkan bahwa desain kebijakan harus
sensitif terhadap dampak sosial dan
mempertimbangkan strategi kompensasi atau
pengalokasian  penerimaan cukai untuk
program  kesehatan = masyarakat  yang
menargetkan kelompok rentan.

Respons industri berupa reformulasi
produk menegaskan bahwa kebijakan cukai
tidak hanya berfungsi sebagai alat
pengendalian konsumsi, tetapi juga dapat
mendorong perubahan dalam strategi produksi
dan formulasi produk. Dalam jangka Panjang
menurut dalam penelitian yang disampaikan
oleh (Wahidin, Agustiya, and Putro 2023)
reformulasi produk berpotensi memberikan
dampak  kesehatan yang lebih  luas
dibandingkan hanya melalui pengurangan
konsumsi. Namun demikian, tantangan
implementasi yang teridentifikasi
menunjukkan bahwa efektivitas cukai MBDK
sangat bergantung pada integrasinya dengan
kebijakan kesehatan publik lain, seperti
edukasi gizi, pelabelan yang jelas, dan
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penguatan kelembagaan
pengawasan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini
menegaskan bahwa kebijakan cukai MBDK
memiliki potensi signifikan sebagai instrumen
intervensi pemerintah dalam menekan angka
diabetes dan obesitas. Sebagaimana dalam
kutipan (Tusya et al. 2024) Keberhasilan
kebijakan tersebut ditentukan oleh desain tarif
yang tepat dan berjenjang, cakupan produk
yang memadai agar tidak menimbulkan
substitusi konsumsi, serta koordinasi lintas
sektor yang efektif antara otoritas fiskal,
kesehatan, dan industri. Selain itu, keberadaan
mekanisme evaluasi dan pemantauan yang
berkelanjutan menjadi krusial untuk menilai
dampak kebijakan terhadap pola konsumsi,
respons industri, dan indikator kesehatan
masyarakat. Pendekatan intersektoral dan
berbasis bukti empiris dengan dukungan data
yang transparan menjadi kunci untuk
memastikan bahwa cukai MBDK tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga
mampu berkontribusi secara efektif dan
berkelanjutan terhadap peningkatan kesehatan
masyarakat.

kapasitas

A. Implikasi Kebijakan

Temuan dalam kajian ini memiliki
sejumlah implikasi penting bagi perumusan
dan implementasi kebijakan cukai Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di
Indonesia. Pertama, kebijakan cukai MBDK
perlu dirancang dengan struktur tarif yang
berorientasi kesehatan, bukan semata-mata
fiskal. Struktur tarif berbasis kandungan gula
per satuan volume dinilai lebih efektif
dibandingkan tarif  tungogal, karena
memberikan insentif yang lebih kuat bagi
produsen untuk menurunkan kadar gula
melalui  reformulasi  produk, sekaligus
memberikan sinyal harga yang lebih jelas
kepada konsumen mengenai risiko kesehatan.

Kedua, penerapan cukai MBDK perlu
diintegrasikan secara sistematis dengan
kebijakan kesehatan publik lainnya. Analisis

yang dilakukan oleh (Kusnali, Puspasari, and
Rustika 2019) tanpa dukungan instrumen
pendukung seperti pelabelan kandungan gula
yang informatif, edukasi gizi yang
berkelanjutan, serta kampanye perubahan
perilaku konsumsi, dampak cukai terhadap
penurunan konsumsi dan perbaikan status
kesehatan masyarakat berpotensi terbatas.
Oleh karena itu juga disampaikan oleh (Palupi
et al. 2024) cukai MBDK sebaiknya
diposisikan sebagai bagian dari strategi
pengendalian penyakit tidak menular yang
komprehensif, bukan sebagai kebijakan yang
berdiri sendiri.

Ketiga, aspek keadilan sosial perlu
menjadi pertimbangan utama dalam desain
kebijakan cukai MBDK. Mengingat dampak
kebijakan ini relatif lebih besar pada
kelompok berpenghasilan rendah, pemerintah
perlu mengantisipasi potensi sifat regresif
kebijakan melalui mekanisme kompensasi
kebijakan. Salah satu opsi dalam naskah
artikel yang ditulis oleh (Wisni et al. 2026)
yang relevan adalah mengalokasikan sebagian
penerimaan cukai untuk mendukung program
kesehatan masyarakat, seperti penyediaan
akses air minum sehat, subsidi pangan sehat,
atau penguatan layanan pencegahan penyakit
tidak menular di kelompok rentan.

Keempat, keberhasilan kebijakan cukai
MBDK sangat bergantung pada kapasitas
kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.
Implementasi kebijakan ini menuntut sinergi
yang kuat antara kementerian keuangan,
kementerian kesehatan, kementerian
perindustrian, serta lembaga pengawas dan
perlindungan konsumen. Tanpa koordinasi
yang efektif, potensi kebocoran kebijakan,
lemahnya pengawasan, dan resistensi dari
pelaku industri dapat mengurangi efektivitas
kebijakan secara signifikan.

Kelima, kebijakan cukai MBDK perlu
disertai dengan mekanisme pemantauan dan
evaluasi yang berkelanjutan. Dalam penelitian
yang disampaikan oleh (Wardhani Arsyad et
al. 2025) pemerintah perlu mengembangkan
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indikator Kinerja yang tidak hanya berfokus
pada penerimaan fiskal, tetapi juga pada
perubahan pola konsumsi, respons industri,
serta dampak jangka menengah terhadap
indikator kesehatan masyarakat. Pendekatan
berbasis bukti ini penting untuk memastikan
bahwa kebijakan cukai MBDK dapat
disesuaikan ~ secara  dinamis  dengan
perkembangan empiris di lapangan.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan
dari kajian ini menegaskan bahwa cukai
MBDK memiliki potensi besar sebagai
instrumen intervensi  pemerintah  dalam
menekan angka diabetes dan obesitas. Namun,
potensi tersebut hanya dapat diwujudkan
apabila kebijakan dirancang secara hati-hati,
terintegrasi lintas sektor, dan berorientasi pada
tujuan kesehatan publik jangka panjang.

B. Implikasi Kebijakan

Temuan dalam kajian ini menunjukkan
bahwa kebijakan cukai Minuman Berpemanis
Dalam Kemasan (MBDK) memiliki relevansi
yang kuat sebagai instrumen intervensi
kebijakan dalam upaya pengendalian penyakit
tidak menular. Oleh karena itu juga pernah
disampaikan oleh (Malpraktik 2024) implikasi
kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini perlu
dipahami dalam kerangka penguatan tata
kelola kebijakan kesehatan yang berbasis
bukti.

Pertama, dari  perspektif desain
kebijakan, struktur cukai MBDK perlu
dirancang dengan mempertimbangkan tujuan
kesehatan  secara  eksplisit.  Literatur
menunjukkan bahwa struktur tarif berbasis
kandungan gula per satuan volume lebih
konsisten dengan tujuan  pengendalian
konsumsi dibandingkan tarif tunggal, karena
mampu memberikan insentif bagi produsen
untuk melakukan reformulasi produk serta
memberikan sinyal harga yang lebih
informatif bagi konsumen. Pendekatan ini
berpotensi meningkatkan efektivitas
kebijakan dalam jangka menengah dan
panjang.

Kedua, penerapan cukai MBDK perlu
diintegrasikan dengan instrumen kebijakan
kesehatan lainnya. Dalam penelitian yang
disampaikan oleh (Siswati and Hirawati
Pranoto 2024) cukai sebagai instrumen fiskal
memiliki keterbatasan apabila diterapkan
secara terpisah dari kebijakan promotif dan
preventif, seperti pelabelan kandungan gula,
edukasi gizi, dan kampanye kesehatan
masyarakat. Integrasi kebijakan lintas sektor
menjadi penting untuk memastikan bahwa
perubahan perilaku konsumsi tidak hanya
didorong oleh faktor harga, tetapi juga oleh
peningkatan literasi kesehatan masyarakat.

Ketiga, implikasi kebijakan juga
berkaitan dengan aspek keadilan dan
perlindungan kelompok rentan. Literatur

menunjukkan bahwa dampak cukai MBDK
relatif lebih besar pada kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah. Oleh karena itu,
desain kebijakan perlu mempertimbangkan

mekanisme  penyeimbang agar tujuan
kesehatan publik dapat dicapai tanpa
memperlebar ketimpangan sosial. Dalam

konteks ini, pemanfaatan penerimaan cukai
untuk  mendukung program  kesehatan
masyarakat dapat menjadi salah satu opsi
kebijakan yang relevan.

Keempat, dari sudut pandang tata kelola
kebijakan publik, keberhasilan implementasi
cukai MBDK sangat dipengaruhi oleh
kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas
sektor. Kebijakan ini menuntut keterlibatan
berbagai aktor, termasuk sektor fiskal, sektor
kesehatan, dan  pengawasan industri.
Sebagaimana yang disampaikan oleh (Dharma
2025) tanpa koordinasi yang efektif dan
mekanisme pengawasan yang memadai,
potensi  dampak  kebijakan  terhadap
pengendalian konsumsi dan perbaikan status
kesehatan masyarakat berisiko tidak optimal.

Kelima, kajian ini  menegaskan
pentingnya penguatan sistem pemantauan dan
evaluasi kebijakan cukai MBDK. Evaluasi
kebijakan perlu mencakup indikator fiskal,
perubahan pola konsumsi, respons industri,
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serta dampak kesehatan masyarakat dalam
jangka menengah. Dalam penelitian yang
disampaikan oleh (Rahmanti and Mimin Indah
L 2022) pendekatan evaluasi yang
komprehensif dan berkelanjutan
memungkinkan penyesuaian kebijakan secara
adaptif sesuai dengan dinamika empiris yang
berkembang.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan
dari kajian ini menunjukkan bahwa cukai
MBDK berpotensi berkontribusi terhadap
pengendalian diabetes dan obesitas sebagai
bagian dari strategi kesehatan publik. Namun,
efektivitas  kebijakan  tersebut  sangat
ditentukan oleh desain kebijakan yang
berorientasi kesehatan, integrasi lintas sektor,
serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam
implementasi dan evaluasi kebijakan.

5. Kesimpulan

Kajian literatur ini menyoroti adanya
hubungan positif antara konsumsi Minuman
Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)
dengan peningkatan risiko diabetes melitus
dan obesitas. Penerapan kebijakan cukai
MBDK ditemukan mampu menurunkan
tingkat konsumsi melalui mekanisme harga,
sekaligus  mendorong  industri  untuk
melakukan reformulasi produk. Efektivitas
cukai sebagai instrumen intervensi kesehatan
publik sangat dipengaruhi oleh desain
kebijakan yang berorientasi pada kesehatan,
cakupan produk yang dikenakan cukai,
struktur tarif yang diterapkan, serta integrasi
dengan kebijakan pendukung seperti edukasi
gizi dan pelabelan kandungan gula.

Pentingnya mempertimbangkan aspek
keadilan sosial juga ditekankan, mengingat
kelompok berpenghasilan rendah memiliki
sensitivitas yang lebih tinggi terhadap
perubahan harga. Sinergi lintas sektor dan
penguatan kapasitas kelembagaan
diidentifikasi sebagai faktor kunci untuk
memastikan implementasi dan pengawasan
yang efektif terhadap kebijakan ini. Untuk itu,
diperlukan mekanisme pemantauan dan

evaluasi yang berbasis pada indikator
kesehatan serta  perilaku konsumsi
masyarakat, yang memungkinkan

penyesuaian kebijakan secara adaptif.

Secara keseluruhan, cukai MBDK
menunjukkan potensi signifikan sebagai
instrumen pemerintah dalam menekan angka
diabetes dan obesitas. Keberhasilan kebijakan
ini tidak hanya bergantung pada aspek fiskal
saja, tetapi juga pada integrasi strategi
kesehatan publik, pendekatan berbasis bukti,
dan  koordinasi  lintas  sektor yang
berkelanjutan.
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